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INOVASI
PBJ Berdata (Aplikasi Database Pengadaan Barang/Jasa)


BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya sistem pelaporan pengadaan yang dilakukan secara manual dan tidak berbasis waktu nyata (real-time). Kondisi ini menyulitkan proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap kinerja pengadaan di 44 perangkat daerah, terutama ketika data progres yang disajikan tidak akurat atau tertunda. Ketidaktepatan data ini tidak hanya memengaruhi pengambilan kebijakan secara cepat dan tepat, tetapi juga berdampak pada efektivitas pengelolaan anggaran pembangunan daerah.
Sebagai respons atas tantangan tersebut, Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa menginisiasi pengembangan PBJ BERDATA, sebuah sistem aplikasi digital yang dirancang untuk mencatat, merekapitulasi, dan menyajikan data pengadaan barang/jasa secara sistematis dan real-time. Aplikasi ini memungkinkan seluruh perangkat daerah untuk menginput progres pengadaan mingguan secara langsung, sehingga Kepala Daerah dan jajaran pimpinan dapat melakukan evaluasi kinerja berbasis data aktual. Dengan sistem berbasis web yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi nasional seperti SiRUP, SIKaP, dan SPSE, serta aplikasi lokal seperti SIMDA dan SIMPELBANG, PBJ BERDATA menjadi platform pengadaan yang terhubung secara menyeluruh dalam satu ekosistem digital.
Inovasi PBJ BERDATA tidak hanya menyederhanakan proses administrasi pelaporan, tetapi juga memperkuat kualitas pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Tampilan antarmuka yang ramah pengguna dengan sistem navigasi berbasis frame dan browse menjadikan aplikasi ini mudah dioperasikan oleh semua level pengguna, dari staf hingga pimpinan. Fitur-fitur seperti unggah dokumen, ekspor data, dan cetak laporan mendukung kecepatan dan akurasi dalam menyampaikan informasi pengadaan. Lebih dari sekadar alat pelaporan, PBJ BERDATA menjadi pendorong reformasi digital dalam sistem pengadaan daerah, dengan kontribusi langsung terhadap pencapaian SDG 9 (infrastruktur dan inovasi) dan SDG 16 (lembaga yang transparan dan akuntabel).
Dengan desain yang adaptif, integratif, dan terus diperbarui berdasarkan masukan pengguna, PBJ BERDATA membuktikan bahwa transformasi pengadaan bukan sekadar wacana, tetapi langkah nyata menuju pengelolaan pembangunan daerah yang lebih responsif, efisien, dan berdaya saing. Inovasi ini sangat potensial untuk direplikasi di berbagai daerah yang menghadapi tantangan serupa dalam manajemen pengadaan barang/jasa, dan sekaligus menjadi praktik baik menuju tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis teknologi.
B. TUJUAN
Inovasi PBJ BERDATA (Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Data) dikembangkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi secara lebih cepat, akurat, transparan, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Aplikasi ini dirancang sebagai solusi terhadap kendala pelaporan manual yang selama ini menyulitkan proses monitoring dan evaluasi kinerja 44 perangkat daerah oleh Kepala Daerah. Dengan PBJ BERDATA, proses pelaporan mingguan pengadaan barang/jasa kini dapat dilakukan secara real-time, terdokumentasi dengan baik, dan mudah dianalisis dalam satu platform terpadu.
Dalam jangka menengah, PBJ BERDATA diarahkan untuk memperkuat peran Subbagian Pengadaan Barang/Jasa sebagai unit strategis dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data oleh pimpinan daerah. Aplikasi ini memungkinkan konsolidasi informasi dari berbagai perangkat daerah melalui form digital yang terstandar, otomatis terhubung dengan sistem nasional seperti SiRUP, SIKaP, dan SPSE, serta aplikasi lokal seperti SIMDA dan SIMPELBANG. Dengan sistem ini, pelaporan pengadaan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan bagian dari penguatan tata kelola pembangunan berbasis kinerja dan akuntabilitas.
Dalam jangka panjang, PBJ BERDATA diharapkan menjadi model pelaporan pengadaan digital yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia, khususnya dalam mendorong tata kelola pengadaan yang efisien, terbuka, dan berbasis teknologi. Inovasi ini mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 9 (infrastruktur dan inovasi) dan SDG 16 (lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan), serta sejalan dengan target kinerja dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat terkait peningkatan kualitas pengelolaan pembangunan. Melalui dukungan pelatihan pengguna, penguatan kapasitas SDM, dan integrasi lintas sistem, PBJ BERDATA menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pelaporan pengadaan yang modern dan berorientasi hasil.
C. MANFAAT
Penerapan inovasi PBJ BERDATA oleh Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bekasi telah memberikan manfaat signifikan dalam mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan akurasi data pengadaan. Sebelum hadirnya sistem ini, pelaporan progres pengadaan barang/jasa dilakukan secara manual dan tidak real-time, yang mengakibatkan keterlambatan informasi dan kesulitan dalam melakukan evaluasi mingguan terhadap 44 perangkat daerah. Melalui digitalisasi sistem pelaporan, PBJ BERDATA memungkinkan data pengadaan dikirimkan secara langsung dan terekam otomatis ke dalam sistem, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi Kepala Daerah secara cepat dan tepat.
Manfaat utama dari PBJ BERDATA tercermin dalam efisiensi proses input data dan peningkatan transparansi dalam pelaporan. Setiap perangkat daerah kini dapat mengunggah data pengadaan, bukti transaksi, dan dokumen pendukung melalui tampilan frame dan browse yang intuitif. Hal ini mempercepat proses entri, mengurangi kesalahan administratif, serta meningkatkan keterlacakan (traceability) seluruh transaksi pengadaan. Selain itu, sistem ini memfasilitasi integrasi dengan aplikasi nasional seperti SiRUP, SIKaP, dan SPSE, serta aplikasi lokal seperti SIMDA dan SIMPELBANG, menjadikannya pusat data pengadaan yang menyeluruh dan terhubung lintas platform.
Dari sisi kelembagaan, PBJ BERDATA membantu memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan mempromosikan budaya kerja yang lebih digital, terbuka, dan berbasis kinerja. Dengan sistem yang dapat diakses kapan saja oleh berbagai pihak, proses koordinasi antarperangkat daerah menjadi lebih terstruktur dan responsif. Aplikasi ini juga memperkecil risiko duplikasi pengadaan dan keterlambatan pelaporan, serta memberikan ruang bagi pengambil kebijakan untuk menyusun langkah strategis secara tepat waktu berdasarkan data faktual yang tersedia.
Lebih jauh, PBJ BERDATA mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 9 (infrastruktur dan inovasi) dan SDG 16 (lembaga yang transparan dan akuntabel). Inovasi ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dalam kerangka RPJMD Provinsi Jawa Barat, terutama pada aspek efektivitas belanja publik dan penguatan pengawasan pembangunan. Sebagai sistem berbasis bukti, PBJ BERDATA mampu membangun kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap proses pengadaan pemerintah.
Dari sisi keberlanjutan, PBJ BERDATA dikembangkan dengan desain yang modular dan user-friendly, serta didukung oleh pelatihan penggunaan aplikasi bagi operator perangkat daerah. Aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengakomodasi kebutuhan pengadaan masa depan, sekaligus direplikasi oleh pemerintah daerah lain yang menghadapi kendala serupa. Dengan memadukan teknologi informasi, regulasi lokal, dan komitmen kolaboratif lintas sektor, PBJ BERDATA menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pengadaan yang efektif, efisien, dan responsif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH
Inovasi PBJ Berdata merupakan wujud respons cepat dan strategis Pemerintah Kota Bekasi dalam menjawab tantangan klasik pelaporan pengadaan barang/jasa yang lambat, tidak real-time, dan sulit dimonitor secara terpusat. Di tengah kebutuhan kepala daerah akan data progres pengadaan yang akurat untuk evaluasi mingguan terhadap 44 perangkat daerah, sistem manual terbukti tidak lagi memadai. Kesadaran tersebut mendorong Sub Bagian Pengelolaan PBJ untuk segera berinovasi membangun sistem pelaporan berbasis digital yang terintegrasi, akuntabel, dan mudah dioperasikan lintas perangkat daerah.
Proses penciptaan PBJ Berdata dimulai pada tahun 2022, berangkat dari identifikasi permasalahan pengelolaan laporan pengadaan yang tercecer dan tidak sinkron. Tim teknis internal segera melakukan perancangan sistem dengan prinsip interoperabilitas, agar aplikasi dapat langsung terhubung dengan sistem nasional seperti SiRUP, SIKaP, dan SPSE, serta dengan aplikasi daerah seperti SIMDA dan SIMPELBANG. Dalam waktu kurang dari satu tahun, PBJ Berdata berhasil dikembangkan dan diuji coba pada sejumlah perangkat daerah sebelum resmi diimplementasikan secara menyeluruh di awal 2023.
Keberhasilan percepatan inovasi PBJ Berdata sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah, kemauan tim untuk beradaptasi, serta pendekatan kolaboratif dalam menyusun desain sistem yang responsif terhadap kebutuhan pengguna. Dengan fitur tampilan frame dan browse yang sederhana namun fungsional, aplikasi ini memudahkan operator dari berbagai tingkat untuk mengunggah data pengadaan, mengelola dokumen, serta menampilkan progres harian secara otomatis dan dapat dievaluasi setiap Jumat oleh kepala daerah.
Selain meningkatkan efisiensi kerja, PBJ Berdata juga berhasil mengubah paradigma pelaporan pengadaan dari tugas administratif menjadi alat strategis pengambilan kebijakan. Integrasi data dalam satu sistem tidak hanya mempercepat proses pemantauan, tetapi juga meningkatkan validitas informasi, menghindari duplikasi, serta menekan potensi kesalahan input yang sering terjadi dalam sistem manual. Transformasi digital ini menjadi bukti bahwa inovasi bukan semata tentang teknologi, tetapi tentang perubahan pola pikir birokrasi menuju kerja berbasis data dan kinerja.
Kecepatan penciptaan PBJ Berdata turut diperkuat dengan adanya pelatihan internal, panduan operasional yang praktis, serta pemanfaatan kanal daring sebagai media koordinasi antarperangkat daerah. Tanpa perlu infrastruktur mahal atau tim eksternal, PBJ Berdata dikembangkan secara mandiri oleh ASN di Kota Bekasi dengan prinsip build fast – iterate faster. Hal ini menjadikan inovasi ini layak disebut sebagai hasil kolaborasi organik yang berorientasi pada solusi.
PBJ Berdata juga telah menunjukkan potensi replikasi tinggi di berbagai kabupaten/kota yang menghadapi tantangan serupa dalam pelaporan pengadaan. Dengan pendekatan yang adaptif terhadap sistem yang sudah ada, aplikasi ini memungkinkan setiap daerah mengintegrasikan data pengadaan tanpa harus membangun sistem dari nol. Keberhasilan ini menegaskan bahwa inovasi daerah yang cepat, tepat, dan berdampak luas dapat diwujudkan melalui kesadaran kebutuhan, kolaborasi teknis, dan semangat perubahan birokrasi menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital dan transparan.
E. PENGGUNAAN IT (INFORMASI DAN TEKNOLOGI)
Inovasi PBJ Berdata merupakan langkah nyata transformasi digital dalam sistem pelaporan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Inovasi ini menempatkan teknologi informasi sebagai tulang punggung tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan berbasis data. PBJ Berdata hadir sebagai solusi terhadap keterbatasan sistem pelaporan manual yang selama ini menghambat kecepatan dan akurasi penyampaian informasi kepada kepala daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan mingguan.
Melalui pemanfaatan aplikasi digital, pelaporan progres pengadaan kini tidak lagi bergantung pada dokumen cetak atau format spreadsheet yang terpisah, melainkan dilakukan secara real-time dan terintegrasi dalam satu sistem. PBJ Berdata memungkinkan setiap perangkat daerah untuk menginput data, mengunggah bukti transaksi, dan memperbarui informasi pengadaan setiap hari dengan mudah. Tampilan aplikasi yang terdiri dari frame dan browse memudahkan pengguna dari berbagai latar belakang untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti menambah, mengubah, menghapus, menyimpan, mencetak, hingga mengekspor data pengadaan.
Teknologi dalam PBJ Berdata juga mendorong peningkatan interkoneksi sistemik melalui integrasi langsung dengan berbagai aplikasi nasional seperti SiRUP, SIKaP, dan SPSE, serta aplikasi internal daerah seperti SIMDA dan SIMPELBANG. Integrasi ini memungkinkan konsolidasi data dari berbagai sumber menjadi satu basis informasi yang komprehensif, yang tidak hanya mempercepat evaluasi, tetapi juga memperkuat akurasi pelaporan dan menghindari duplikasi informasi. Dengan pendekatan ini, Pemerintah Kota Bekasi dapat memonitor dan mengevaluasi kinerja pengadaan di 44 perangkat daerah secara objektif dan berbasis bukti.
Selain fungsi pelaporan, PBJ Berdata juga berperan sebagai alat koordinasi digital antarunit kerja. Fitur unggahan bukti transaksi dan pelaporan online memungkinkan pimpinan daerah atau bagian pengadaan untuk memverifikasi data tanpa perlu bertatap muka langsung, cukup melalui dasbor sistem yang telah dirancang dengan navigasi yang intuitif. Hal ini mempercepat proses validasi dan mempermudah komunikasi antar pihak yang terlibat dalam siklus pengadaan.
Sebagai bagian dari strategi penguatan literasi digital birokrasi, pengguna PBJ Berdata dibekali dengan pelatihan operasional sistem serta panduan teknis yang mudah diakses. Ke depan, pengembangan sistem akan mencakup aplikasi versi mobile yang memungkinkan perangkat daerah melakukan pelaporan pengadaan langsung dari lapangan. Inovasi ini akan mengurangi penggunaan kertas, mempercepat pelaporan aktivitas real-time, serta memberikan fleksibilitas tinggi dalam penggunaan aplikasi kapan saja dan di mana saja.
Melalui pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, PBJ Berdata membuktikan bahwa sistem pelaporan pengadaan dapat ditingkatkan secara signifikan untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan pengambilan kebijakan berbasis data. Inovasi ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi digital dan mendukung pencapaian SDG 9 (infrastruktur dan inovasi) serta SDG 16 (institusi yang efektif dan transparan). Lebih dari sekadar alat bantu administrasi, PBJ Berdata menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sistem pengadaan yang profesional, digital, dan adaptif terhadap dinamika pemerintahan modern.

BAB II
KERANGKA PIKIR
A. KEBAHARUAN
Inovasi PBJ Berdata yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bekasi merupakan terobosan signifikan dalam sistem pelaporan dan pengawasan pengadaan barang/jasa secara real-time dan berbasis digital. Kebaruan utama dari inovasi ini terletak pada penggantian mekanisme pelaporan manual yang selama ini dilakukan secara mingguan dan terfragmentasi menjadi sistem digital yang terintegrasi, sistematis, dan dapat diakses kapan saja oleh seluruh perangkat daerah. PBJ Berdata menjawab permasalahan krusial dalam pelaksanaan pengadaan, yaitu keterlambatan pelaporan, kesenjangan data, serta minimnya visibilitas progres pelaksanaan pengadaan bagi pimpinan daerah secara cepat dan akurat.
Berbeda dari praktik sebelumnya yang mengandalkan laporan manual dan excel sheets dari 44 perangkat daerah, PBJ Berdata memperkenalkan pendekatan digital melalui platform berbasis web yang menyederhanakan proses input data, validasi, unggah bukti transaksi, dan pemantauan kegiatan secara langsung. Aplikasi ini memungkinkan tiap Perangkat Daerah untuk memperbarui informasi pengadaan secara berkala, yang kemudian direkapitulasi otomatis dan menjadi bahan evaluasi Kepala Daerah setiap hari Jumat. Dengan tampilan antar-muka yang mudah digunakan, sistem navigasi berbasis frame dan browse, serta fitur ekspor dan cetak data, inovasi ini mampu meningkatkan akurasi, efisiensi, dan konsistensi pelaporan pengadaan.
Salah satu aspek kebaruan yang menonjol dari PBJ Berdata adalah kemampuannya menghubungkan data lokal dan nasional dalam satu ekosistem pelaporan yang komprehensif. PBJ Berdata telah terintegrasi dengan aplikasi nasional seperti SiRUP, SIKaP, dan SPSE, serta berbagai sistem lokal milik Kota Bekasi seperti SIMDA dan SIMPELBANG. Integrasi ini memungkinkan sinkronisasi data pengadaan dari perencanaan hingga evaluasi kinerja secara menyeluruh. Pendekatan ini memperkuat posisi PBJ Berdata bukan hanya sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai pusat informasi pengadaan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.
Selain aspek teknologi, inovasi ini juga memperkenalkan budaya baru dalam pengelolaan pengadaan, yakni berbasis data langsung dari lapangan (bottom-up) yang dapat diakses real-time oleh pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah. Model ini mendorong koordinasi lintas sektor, meningkatkan kepercayaan antarunit, serta mengurangi ketergantungan terhadap laporan manual yang sering menimbulkan miskomunikasi dan keterlambatan informasi. Proses ini diperkuat oleh pelatihan kepada pengguna sistem serta penyusunan SOP operasional baru untuk menjamin konsistensi dan kualitas data yang dilaporkan.
Dengan lima pilar kebaruan—yaitu transformasi pelaporan manual ke digital, integrasi dengan sistem nasional dan daerah, peningkatan visibilitas progres pengadaan, pendekatan berbasis bukti transaksi, serta penguatan budaya kerja berbasis data—PBJ Berdata menjadi referensi praktik baik pengelolaan pengadaan di era digital. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelaporan, tetapi juga memperkuat tata kelola keuangan daerah, mendukung implementasi reformasi birokrasi, dan mempercepat capaian SDG 16 (institusi yang transparan dan akuntabel) serta SDG 9 (infrastruktur dan inovasi). PBJ Berdata sangat layak direplikasi oleh pemerintah daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam pelaporan pengadaan.
B. DESAIN INOVASI
Desain inovasi PBJ Berdata dikembangkan sebagai solusi strategis untuk mengatasi permasalahan pelaporan pengadaan barang/jasa yang selama ini berjalan secara manual, lambat, dan tidak terintegrasi. Sebelum diterapkannya PBJ Berdata, proses penyampaian laporan mingguan dari 44 Perangkat Daerah di Kota Bekasi kerap mengalami keterlambatan, tidak seragam, dan sulit dianalisis secara real-time oleh pimpinan daerah sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, desain PBJ Berdata dibangun sebagai sistem aplikasi berbasis web yang terstruktur, intuitif, dan mendukung proses evaluasi kinerja pengadaan secara cepat, tepat, dan transparan.
Konsep utama dari desain PBJ Berdata berfokus pada penyediaan platform digital yang memungkinkan seluruh perangkat daerah melaporkan progres pengadaan secara daring, terintegrasi, dan terdokumentasi. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pengisian data kegiatan pengadaan mingguan, unggah bukti transaksi, serta penyusunan rekapitulasi otomatis yang dapat diakses oleh pimpinan daerah dan tim monitoring. Fitur seperti frame menu dan browse data disematkan untuk memudahkan navigasi pengguna dalam mengakses, menambah, memperbaiki, atau mencetak data pengadaan. Selain itu, sistem ini mampu menghasilkan data yang dapat diunduh, dicetak, dan diolah lebih lanjut sebagai bahan evaluasi atau audit internal.
Komponen teknis dari PBJ Berdata mencakup: formulir digital entri kegiatan, tampilan browse baris dan kolom untuk setiap record, menu unggah berkas sebagai bukti transaksi, serta sistem login pengguna berdasarkan hak akses. Setiap Perangkat Daerah memiliki akun masing-masing dengan kontrol keamanan tersendiri, sementara administrator pusat dapat melakukan supervisi dan konsolidasi data. Tak hanya itu, aplikasi ini juga mendukung ekspor data dalam berbagai format untuk kemudahan rekap, pelaporan ke pusat, serta integrasi dengan sistem yang lebih besar.
Salah satu kekuatan desain PBJ Berdata adalah integrasinya dengan berbagai sistem pengadaan nasional dan lokal, seperti SiRUP, SIKaP, SPSE Kota Bekasi, serta SIMDA dan SIMPELBANG. Dengan integrasi ini, pelaporan pengadaan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem pengelolaan pembangunan daerah yang terhubung, akurat, dan saling melengkapi. Data dari PBJ Berdata dapat digunakan tidak hanya untuk pelaporan mingguan, tetapi juga sebagai bagian dari indikator kinerja dan transparansi daerah secara menyeluruh.
Desain PBJ Berdata juga mempertimbangkan aspek user experience melalui antarmuka yang ramah pengguna dan didukung oleh pelatihan teknis untuk seluruh operator di OPD. Pelatihan meliputi pengenalan menu, simulasi pengisian, cara unggah bukti transaksi, dan cara cetak rekap mingguan. Sistem ini juga menyediakan dokumentasi dan bantuan teknis yang responsif sehingga pengguna dapat mengoperasikannya secara mandiri tanpa bergantung penuh pada teknisi pusat. Proses ini diperkuat oleh SOP yang telah diperbarui, sehingga seluruh alur kerja sesuai standar pelayanan digital.
Secara keseluruhan, desain PBJ Berdata menunjukkan transformasi kelembagaan dari sistem pelaporan pengadaan yang konvensional menuju sistem digital yang real-time dan berbasis data. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaporan, tetapi juga memperkuat posisi Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagai pengelola informasi strategis yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan yang sistematis, modular, dan adaptif, desain PBJ Berdata sangat memungkinkan untuk direplikasi oleh daerah lain, khususnya bagi pemerintah daerah yang ingin mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa.
C. SOP PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) PBJ Berdata disusun sebagai panduan pelaksanaan pelaporan pengadaan barang/jasa secara digital di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. SOP ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaporan progres pengadaan dapat dilakukan secara real-time, terdokumentasi, dan akuntabel. Melalui SOP ini, sistem pelaporan manual yang sebelumnya menyulitkan proses evaluasi kini diubah menjadi sistem pelaporan terintegrasi berbasis aplikasi PBJ Berdata.
1. Penyusunan Rencana Pelaporan Mingguan oleh OPD
· Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana mingguan pengadaan barang/jasa berdasarkan jadwal pelaksanaan dan target kegiatan yang telah ditentukan dalam DPA.
· Rencana ini menjadi dasar untuk entri data mingguan pada aplikasi PBJ Berdata.
2. Input Data Pengadaan ke Aplikasi PBJ Berdata
· Setiap hari Jumat, operator OPD melakukan entri data ke sistem PBJ Berdata melalui menu form entri pelaporan mingguan.
· Data yang diinput mencakup jenis kegiatan, progres fisik, nilai kontrak, dan dokumen pendukung seperti SPK, foto lapangan, atau bukti pembayaran.
3. Validasi Internal dan Penguncian Data
· Setelah input dilakukan, admin OPD melakukan pengecekan ulang terhadap data dan lampiran.
· Sistem memungkinkan penguncian data mingguan untuk mencegah perubahan tanpa otorisasi setelah tenggat waktu.
4. Pemantauan dan Analisis oleh Tim PBJ
· Tim PBJ (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) melakukan pemantauan terhadap laporan masuk setiap minggunya.
· Analisis progres dilakukan melalui dashboard monitoring yang menampilkan status realisasi berdasarkan OPD.
5. Rekapitulasi Otomatis dan Pelaporan ke Kepala Daerah
· Sistem secara otomatis merekap seluruh data dari 44 OPD dan menyajikannya dalam bentuk grafik, tabel, dan ringkasan status pengadaan mingguan.
· Data ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah.
6. Tindak Lanjut dan Umpan Balik
· Jika ditemukan ketidaksesuaian data, tim PBJ dapat mengirimkan notifikasi koreksi melalui sistem ke OPD terkait.
· OPD wajib melakukan revisi dan unggah ulang bukti atau laporan yang diminta dalam waktu maksimal 3 hari kerja.
7. Evaluasi Berkala dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan
· Setiap akhir bulan dan triwulan, sistem menghasilkan laporan evaluasi kinerja pengadaan secara otomatis.
· Laporan ini digunakan untuk mendukung pelaporan ke DPRD, BPK, maupun evaluasi kinerja pembangunan oleh TAPD.
8. Pengembangan Sistem dan Revisi SOP
· SOP PBJ Berdata ditinjau setiap enam bulan sekali berdasarkan kebutuhan operasional, dinamika regulasi LKPP, dan masukan pengguna sistem.
· Pengembangan aplikasi dilakukan oleh tim teknis BPKAD dengan menambahkan fitur-fitur baru sesuai permintaan OPD maupun hasil evaluasi penggunaan.
Dengan adanya SOP ini, PBJ Berdata menghadirkan ekosistem pelaporan pengadaan barang/jasa yang lebih akurat, efisien, dan berbasis bukti. Prosedur ini sekaligus memperkuat pengawasan kinerja perangkat daerah secara transparan dan mendukung pencapaian good governance. SOP ini juga menjadi referensi strategis bagi pemerintah daerah lain yang ingin mengembangkan sistem pelaporan digital pengadaan yang tangguh dan berkelanjutan.

BAB III
PENUTUP

Inovasi PBJ Berdata merupakan jawaban strategis atas tantangan klasik dalam sistem pelaporan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bekasi yang selama ini masih bersifat manual, lambat, dan tidak terstruktur. Dengan pendekatan digital yang terintegrasi, PBJ Berdata mengubah pola kerja yang sebelumnya fragmentaris menjadi sistematis, terdokumentasi, dan dapat diakses secara real-time oleh seluruh pemangku kepentingan. Kehadiran aplikasi ini mempermudah proses monitoring, mempercepat penyampaian laporan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini.
Sejak mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2023, PBJ Berdata telah menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan efisiensi kerja di lingkup Sub Bagian Pengadaan dan seluruh OPD Kota Bekasi. Integrasinya dengan berbagai aplikasi nasional seperti SiRUP, SIKaP, dan SPSE serta aplikasi daerah seperti SIMDA dan SIMPELBANG memperkuat peran PBJ Berdata sebagai platform utama dalam pelaporan pengadaan. Proses pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit, disertai unggahan dokumen pendukung dan fitur validasi otomatis yang mempercepat tindak lanjut dan evaluasi berkala.
Manfaat jangka panjang dari PBJ Berdata tidak hanya dirasakan oleh internal pemerintahan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap tata kelola pembangunan yang lebih transparan dan akuntabel. Inovasi ini mendukung capaian agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 16 (lembaga yang efektif, transparan, dan akuntabel) serta SDG 9 (penguatan infrastruktur dan digitalisasi). Di samping itu, PBJ Berdata selaras dengan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional dan regional yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang efisien dan responsif.
Dengan desain yang fleksibel, antarmuka yang mudah dioperasikan, serta biaya pengembangan yang relatif efisien, PBJ Berdata sangat potensial untuk direplikasi oleh kabupaten/kota lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam pelaporan pengadaan. Inovasi ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak harus dimulai dari kebijakan besar, tetapi bisa diwujudkan melalui penguatan sistem pelaporan yang tepat guna, berbasis teknologi, dan mendorong integritas tata kelola publik. PBJ Berdata adalah contoh nyata bagaimana transformasi digital dapat memperkuat pondasi pengawasan, efisiensi pelayanan, dan akuntabilitas di sektor strategis pengadaan barang/jasa.
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